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Deskripsi mata kuliah

Mata kuliah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum adalah mata kuliah pengembangan keterampilan yang teridiri dari
praktik litigasi dan non litigasi. Praktik litigasi terdiri dari Praktik Beracara Pidana, Praktik Beracara Perdata, Praktik
Beracara Mahkamah Konstitusi, dan Praktik Beracara Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan praktik non-litigasi
terdiri dari Praktik Perancangan Perundang-Undangan, Kontrak dan Audit Hukum (Legal Audit), dan Praktik
Alternative Dispute Resolution (ADR). Pelaksanaan perkuliahan lebih menekankan pada bobot pratikum beracara bagi
aparat penegak hukum, pemberkasan dan simulasi persidangan menjadi point penting keberhasilan mahasiswa pada
mata kuliah ini. Selama 1 semester mahasiswa dikhususkan untuk mengikuti perkuliahan di laboratorium FH-UNSRI

dengan didampingi oleh para tutor yang berasal dari akademisi 30% dan praktisi 70%.

Capaian Pembelajaran Mata
Kuliah (CPMK)

S9

Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri

P3

Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran
hukum penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen
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elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk
beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan
perusahaan dan beschikking.

KU1l | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya;

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur,;

KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau Kritik seni.

KK4 | Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan
menerapkan hukum.

CPMK

M1 Mahasiswa mampu memahami pengaturan mengenai peradilan yang ada di Indonesia, pengaturan mengenai
kekuasaan kehakiman, pengaturan pengenai penuntutan umum, pengaturan mengenai Advokat, dan
pengaturan mengenai system peradilan umum dan khusus yang berlaku di Indonesia.;

M2 Mahasiswa mampu memahami sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, mulai dari system peradilan
umum hingga system peradilan khusus. Mahasiswa juga mampu memahami 4 jenis peradilan yang berlaku di
Indonesia, yaitu peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

M2 Mahasiswa mampu membuat rancangan penyelesaian sengketa non litigasi dalam skema Alternative Dispute
Resolution (ADR), mampu menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan, menyusun rancangan
Kontrak dan Audit Hukum (Legal Audit);

M3 Mahasiswa mampu memahami tahapan demi tahapan dalam praktik Peradilan Perdata, Praktik Peradilan
Pidana, Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi ;

M3 Mahasiswa mampu memahami tahapan-tahapan praktik Alternative Dispute Resolution (ADR), pembuatan
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peraturan perundang-undangan, dan legal audit.

M4 Mahasiswa mampu melakukan praktik litigasi dalam mekanisme system peradilan umum maupun system
peradilan khusus yang berlaku di Indonesia.

Mahasiswa mampu melakukan praktik Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai metode yang dapat
digunakan dalam penyelesaian sengketa secara alternatif melalui skema non-litigasi;

M5 Mahasiswa mampu membuat rancangan Peraturan Perundangan-Undangan yaitu praktik membuat Rancangan
Undang-Undang, praktik membuat Rancangan Peraturan Daerah, dan praktik membuat Naskah Akademik.
Mahasiswa mampu memberikan kritikal point atas substansi pengaturan rancangan naskah akademik dan
peraturan perundang-undangan yang telah ada, untuk memberikan masukan tambahan dalam perbaikan
substansi pengaturan di masa mendatang.

M6 Mahasiswa mampu mengaplikasikannya dalam penerapan praktik litigasi dan non-litigasi secara nyata di
dunia kerja dan memberikan kritik atas kelemahan-kelemahan dalam penerapannya.

Tim pengajar 1) Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. Ketua tim : Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
2) Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
3) Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
4) Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
5) Agus Ngadino, S.H., M.H.
6) Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H.
7) Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
8) Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
9) Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H.

10) Taslim, S.H., M.H.

11) H. Zulbakar, S.H., M.H.

12) Agus Trisaka, S.H., M.Kn.

13) Amin Mansur, S.H., M.Kn.

14) Hj. Ning Agustini, S.H., M.Hum.
15) Um Salamah, S.H., M.Si.




16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

M. Husni Chandra, S.H., M.Hum.
Dr. Ahmad Fahmi, S.H., S.Sos., M.H., M.Si.

Kompol Dr. Muhammad lhsan, S.S., S.H., M.H.

H. Dindin Suudin, S.H., M.H.

Dr. H. Bahrul llmi Yakup, S.H., M.H.
H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N.
Herman Andriansyah, S.H., Sp.N., M.H.
Linda Aprianti, S.H., Sp.N.

Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.
Muhammad Fadli, S.H., M.Si.

Fahmi Nugroho, S.H., M.H.

Helen Arisandi, S.H., M.H.

Satria Indra Kesuma, S.H., LL.M.
R.M. Fauwaz Diradja, S.H., M.Kn.
Wahyu Nopriadi, S.H.

Muhammad Novrianto, S.H.
Himawan Susanto R, S.H., M.H.
Anhar, S.H., M.H.

Roy Octario Farhan, S.H.

Otorisasi

Ketua program studi

Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.

Wakil dekan bidang akademik

Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.
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B. PROGRAM PEMBELAJARAN

CPMK [Kompetensi Materi Referensi Metodologi Deskripsi tugas atau
mingguan (Sub- pembelajaran pembelajaran dan asesmen beserta Indikator Bobot Dosen
CPMK) alokasi waktunya alokasi waktunya
1) (2) 3 (4) (5) (6) () (8) ©9)
CMKP-1 |Sub-CPMK-1 Mengenal Sistem Modul |Contextual learning, | Kuliah Tatap Muka, [Mahasiswa 5% Dr. Putu
Peradilan Comman| PLKH |Diskusi, Drill and Ceramah dan mampu Samawati,
Law, Civil Law, Practice Diskusi menjelaskan S.H.,M.H.
dan Sistem TM: 2x (2x50) dan memahami
Peradilan [TM: 6x (6x507)] serta
Indonesia Tugas Mandiri memberikan
Case method kritikal point
CM: 1x (1x50”) tentang sistem
peradilan
Tugas Kelompok Indonesia
Based Project
BP: 3x (3x50”)
CPMK-2 |Sub-CPMK-2 Hukum Acara Modul |Contextual learning, | Kuliah Tatap Muka, [Mahasiswa 5% |Dr. Artha
Peradilan Pidana, PLKH |Diskusi, Drill and Ceramah dan mampu Febriansyah,
mulai dari Practice Diskusi memahami dan S.H., M.H.
pembuatan Surat TM: 2x (2x507) menganalisis H. Zulbakar,
Dakwaan, [TM: 6x (6x507)] sistem Hukum S.H., M.H.
pembuatan Tugas Kelompok Acara Peradilan M. Husni
Eksepsi, Based Project Pidana Chandra,
pembuatan BP: 4x (4x507) Indonesia S.H., M.Hum.
Requisitor (Surat Kompol Dr.
Tuntutan), Muhammad
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pembuatan Pledoi,

lhsan, S.S.,

praktik pembuatan S.H., M.H.
Replik, pembuatan

Duplik, pembuatan

Putusan,

menyiapkan berkas

perkara pidana,

memori banding,

memori kasasi, dan

putusan pidana.

Sub-CPMK-3 Hukum Acara Modul |Contextual learning, | Kuliah Tatap Muka, [Mahasiswa 5% |Fahmi
Peradilan Perdata, PLKH | Diskusi, Drill and Ceramah dan mampu Nugroho,
mulai dari Practice Diskusi memahami dan S.H.,M.H.
pembuatan Surat TM: 2x (2x507) menganalisis Helen
Kuasa, pembuatan [TM: 6x (8x507)] sistem Hukum Arisandi,
Gugatan, Tugas Kelompok Acara Peradilan S.H., M.H.
pembuatan Based Project Perdata \Wahyu
Jawaban Gugatan, BP: 4x (4x50”) Indonesia Nopriadi,
pembuatan Replik, S.H.
pembuatan Duplik, Muhammad
memori banding, Novrianto,
memori kasasi, dan S.H.
pembuatan
Putusan

CPMK-3 |Sub-CPMK-4 Hukum Acara Modul [Contextual learning, | Kuliah Tatap Muka, |Mahasiswa 5% |Agus
Peradilan Tata PLKH |Diskusi, Drill and Ceramah dan mampu Ngadino,
Usaha Negara, Practice Diskusi memahami dan S.H., M.H.
mulai dari TM: 2x (2x507) menganalisis Taslim, S.H.,
penyusunan [TM: 6x (8x50™)] sistem Hukum M.H.
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Gugatan, Tugas Kelompok Acara Peradilan H. Zulbakar,
pembuatan Based Project Tata Usaha S.H., M.H.
Jawaban, BP: 4x (4x50”) Negara Anhar,
pembuatan Replik, Indonesia S.H.,M.H.
praktik pembuatan
Duplik,
menyiapkan
Pembuktian,
pembuatan
Putusan, dan
simulasi
persidangan Tata
Usaha Negara

Sub-CPMK-5 Hukum Acara Modul |Contextual learning, | Kuliah Tatap Muka, [Mahasiswa 5% |Agus
Peradilan PLKH [Diskusi, Drill and Ceramah dan mampu Ngadino,
Mahkamah Practice Diskusi memahami dan S.H., M.H.
Konstitusi, mulai TM: 2x (2x50) menganalisis Dhabi K
dari penyusunan [TM: 6x (6x507)] sistem Hukum Gumayra,
Permohonan, Tugas Kelompok Acara Peradilan S.H.,M.H.
menyiapkan Based Project Mahkamah Muhammad
Pembuktian, BP: 4x (4x50”) Konstitusi Fadli,
simulasi Indonesia S.H.,M.Si.
Pemeriksaan Taslim, S.H.,
Pendahuluan, M.H.

simulasi
Pemeriksaan
Persidangan, dan
pembuatan
Putusan.
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CPMK-4

Sub-CPMK-6 Alternatif Dispute Modul |Contextual learning, | Kuliah Tatap Muka, [Mahasiswa 10% |Prof. Dr. H.
Resolution (ADR) PLKH [Diskusi, Drill and Ceramah dan mampu Joni Emirzon,
sebagai Upaya Practice Diskusi memahami dan S.H., M.Hum.
Hukum Non- TM: 2x (2x507) menganalisis Dr. Meria
Litigasi, mulai dari [TM: 6x (6x507)] serta Utama, S.H.,
pemberkasan Tugas Kelompok mempraktikkan LL.M.
hingga praktik Based Project mekanisme Dr. 1za
ADR BP: 4x (4x50”) penyelesaian Rumesten,

sengketa non- S.H., M.H.
litigasi sebagai Satria Indra
mekanisme Kesuma,
penyelesaian S.H.,.LL.M.
sengketa

alternatif.

Sub-CPMK-7 Teknik Modul |Contextual learning, | Kuliah Tatap Muka, [Mahasiswa 5% |Prof. Dr.
Perancangan PLKH Diskusi, Drill and Ceramah dan memapu Febrian, S.H.,
Perundang- Practice Diskusi memahami dan M.S.
Undangan, mulai TM: 2x (2x507) menganalisis Alip Dian
dari mekanisme [TM: 6x (6x507)] serta Pratama, S.H.,
prolegnas, Tugas Kelompok mempraktikkan M.H.
penyusunan naskah Based Project penyusunan Shafira
akademik, hingga BP: 4x (4x50”) atau drafting Arizka
pada Rancangan naskah Maulidyna,
Peraturan akademik S.H., M.H.
perundang- hingga
undangan. rancangan

peraturan
perundang-
undangan.
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UJIAN TENGAH SEMESTER (10) Tim
CPMK-5 |Sub-CPMK-8 Contract Drafting Modul |Contextual learning, | Kuliah Tatap Muka, |Mahasiswa 5% |Agus Trisaka,
PLKH |Diskusi, Drill and Ceramah dan mampu S.H., M.Kn.
Practice Diskusi memahami, Amin
TM: 2x (2x507) menganalisis, Mansur, S.H.,
[TM: 6x (6x50™)] serta membuat/ M.Kn.
Tugas Kelompok Menyusun H. Achmad
Based Project kontrak Syarifuddin,
BP: 4x (4x50”) khususnya S.H., Sp.N.
kontrak dalam Herman
transaksi bisnis. Andriansyah,
S.H., Sp.N.,
M.H.
Sub-CPMK-9 Legal Analyst Modul [Contextual learning, [ Kuliah Tatap Muka, |Mahasiswa 5% [Hj. Ning
PLKH [Diskusi, Drill and Ceramah dan mampu Agustini,
Practice Diskusi memahami dan S.H., M.Hum.
TM: 2x (2x50) menganalisis Um Salamabh,
[TM: 6x (6x507)] kasus-kasus S.H., M.Si.
Tugas Kelompok hukum yang
Based Project akan digunakan
BP: 4x (4x50”) dalam
menyelesaikan
berbagai
sengketa hukum
di Masyarakat.
Sub-CPMK-10 Pemberkasan Modul |[Contextual learning, | Kuliah Tatap Muka, | Mahasiswa 10% |Dr. Putu
Persidangan PLKH |Diskusi, Drill and Ceramah dan mampu dan Samawati,
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Practice Diskusi menganalisis S.H.,M.H.
TM: 2x (2x50”) serta Agus
[TM: 8x (8x507)] Menyusun Ngadino,
Tugas Kelompok pemberkasan S.H., M.H.
Based Project siding mulai Fahmi
BP: 6x (6x50”) dari pembuatan Nugroho,
surat kuasa S.H.,M.H.
hingga putusan. Taslim, S.H.,
M.H.
H. Zulbakar,
S.H., M.H.
Anhar,
S.H.,M.H.
CPMK-6 |Sub-CPMK-11 Simulasi Sidang Modul |[Contextual learning, | Kuliah Tatap Muka, | Mahasiswa 10% [Fahmi
Perdata PLKH [Diskusi, Drill and Ceramah dan mampu Nugroho,
Practice Diskusi melakukan S.H.,M.H.
TM: 2x (2x507) praktik Helen
[TM: 8x (8x507)] persidangan Arisandi,
Tugas Kelompok dan mampu S.H., M.H.
Based Project mengKkritisi \Wahyu
BP: 6x (6x50”) model Nopriadi,
persidangan S.H.
yang Muhammad
diterapkan Novrianto,
dalam praktik S.H.
simulasi
Perdata.
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Sub-CPMK-12 Simulasi Sidang Modul |Contextual learning, [ Kuliah Tatap Muka, | Mahasiswa 10% |Dr. Artha
Pidana PLKH | Diskusi, Drill and Ceramah dan mampu Febriansyah,
Practice Diskusi melakukan S.H., M.H.
TM: 2x (2x507) praktik H. Zulbakar,
[TM: 8x (8x507)] persidangan S.H., M.H.
Tugas Kelompok dan mampu M. Husni
Based Project mengKkritisi Chandra,
BP: 6x (6x50”) model S.H., M.Hum.
persidangan Kompol Dr.
yang Muhammad
diterapkan lhsan, S.S.,
dalam praktik S.H., M.H.
simulasi
Pidana.
Sub-CPMK-13 Simulasi Sidang Modul |Contextual learning, | Ceramah dan Mahasiswa 10% |Agus
Tata Negara PLKH [Diskusi, Drill and Diskusi mampu Ngadino,
Practice TM: 2x (2x507) melakukan S.H., M.H.
praktik Taslim, S.H.,
[TM: 8x (8x507)] Tugas Kelompok persidangan M.H.
Based Project dan mampu H. Zulbakar,
BP: 6x (6x50”) mengKritisi S.H., M.H.
model Anhar,
persidangan S.H.,M.H.
yang
diterapkan
dalam praktik
simulasi Tata
Usaha Negara.
Sub-CPMK-14 Simulasi Sidang Modul |Contextual learning, | Ceramah dan Mahasiswa 10% |Agus
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Mahkamah PLKH | Diskusi, Drill and Diskusi mampu Ngadino,
Konstitusi Practice TM: 2x (2x507) melakukan S.H., M.H.
praktik Dhabi K
[TM: 8x (8x50™)] Tugas Kelompok persidangan Gumayra,
Based Project dan mampu S.H.,M.H.
BP: 6x (6x50”) mengKkritisi Muhammad
model Fadli,
persidangan S.H.,M.Si.
yang Taslim, S.H.,
diterapkan M.H.
dalam praktik
simulasi
Mahkamah
Konstitusi.
UJIAN AKHIR SEMESTER (11) Tim
14 sks x 45 jam = 630 jam
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